
20
23

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menambah lingkup
pengawasan pada industri perdagangan aset kripto. Pengawasan perdagangan aset kripto
akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian
Perdagangan ke OJK selambat-lambatnya 24 bulan setelah UU P2SK diundangkan pada Januari
2023. Perdagangan aset kripto akan berada di bawah anggota Dewan Komisioner OJK yang
baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas (KEP) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset
Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Ruang lingkup pengawasan terkait IAKD antara lain inovasi teknologi pendukung pasar untuk
memenuhi kebutuhan industri jasa keuangan (IJK), di antaranya credit scoring, aggregator, dan
electronic-know your customer (e-KYC). Selain itu, mencakup aktivitas terkait aset keuangan
digital, termasuk aset kripto, serta aktivitas jasa keuangan digital lainnya. OJK menanti hadirnya
peraturan pemerintah yang merupakan aturan turunan dari UU P2SK, untuk mengatur
perpindahan pengawasan tersebut.

OJK berkomitmen menjalankan tujuh pilar strategi dalam membangun sektor inovasi teknologi
sektor keuangan dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia. Strategi
tersebut mencakup investor dan consumer protection. Strategi selanjutnya mencakup
normalisasi pengaturan dan pengawasan OJK yang mendukung inovasi pengembangan,
berimbang, dan kolaboratif. Kemudian optimalisasi program literasi, inklusi, pemanfaatan
inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto.

Selain itu, pilar selanjutnya juga mencakup variasi strategi dan program IAKD, akselerasi
pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi baru, serta sinergi dan kolaborasi bersama
membangun industri. Strategi terakhir mencakup integritas pasar melalui pengembangan
ekosistem industri dan transformasi kelembagaan yang menyangkut aspek tata kelola, sumber
daya manusia, serta teknologi. 

Implementasi dari ke tujuh strategi ini akan ditempuh melalui bauran kebijakan dan rencana
strategis yang akan mendukung inovasi pengembangan, secara berimbang dan kolaboratif,
dengan mengedepankan prinsip-prinsip utama, yaitu pelindungan konsumen, integritas pasar,
dan mencegah risiko sistemik. Sembari menanti masa transisi, OJK tengah menyiapkan
masterplan pengaturan dan pengembangan ruang lingkup pengawasannya. Adapun kelak
isinya, antara lain, berisi aspek rumusan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta peluang
inovasinya. Pada Januari-Juni 2023 nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 66,4 triliun,
sementara pelanggannya mencapai 17,5 juta pelanggan, jumlah tersebut melampaui total
investor pasar modal dan reksa dana dalam periode yang sama yakni 11,22 juta mengacu
pada data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
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Sumber

Peralihan pengawasan aset kripto dan produk derivatif keuangan ini merupakan
perwujudan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, di mana kedua industri ini
beririsan dengan sektor keuangan. Diharapkan, dengan peralihan pengawasan ini
dapat memberikan ruang pengaturan dan manajemen risiko yang lebih baik.
Khususnya terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada
kestabilan sistem keuangan di Indonesia. 

Seiring dengan pesatnya  perkembangan  teknologi  kripto  dan  aset  digital,
berbagai  negara  dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia makin menyadari
pentingnya regulasi yang tepat dan cermat dalam mengawasi ekosistem kripto.
Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi XI perlu mendorong OJK, BI, Kementerian
Keuangan, Bappebti, dan pemangku kepentingan lain yang terkait agar
menciptakan ekosistem kripto yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi para
pelaku industri dan pengguna kripto, dengan mengedepankan prinsip-prinsip
utama yaitu pelindungan konsumen, integritas pasar, dan mencegah risiko
sistemik.
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memadai agar mampu memahami potensi risiko yang timbul dari transaksi kripto. Bappebti
membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya OJK, Bank Indonesia
(BI), Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal itu berlandaskan pada
kenyataan bahwa aset kripto merupakan instrumen investasi berisiko tinggi. Ketua Umum
Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), mendukung perumusan masterplan
pengembangan aset digital termasuk kripto oleh OJK. Diharapkan agar masterplan tersebut
dapat menjamin kepastian hukum dan sejalan dengan misi pebisnis mengembangkan industri
kripto.

Dalam prosesnya ke depan Indonesia memiliki tiga tantangan. Pertama, terkait regulasi harus
terus beradaptasi dengan dinamika industri yang terus berkembang. Kedua, infrastruktur
digital saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ketiga, edukasi dan literasi kepada masyarakat
yang tentu erat kaitannya dengan perlindungan konsumen.
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